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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOIvIOR: 247 TAF{UN 20lB

rZIN OPER{SIONAL LE,MBAGA PUSATKEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
POTLOT

KEPAL,A DINAS PENDIDIKAN
KOTA AMBON

Menimbang balrlva kebutuharr masyarakat untuk rnemperolelr pendidikan . khusus

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Program Penyelenggara Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBN,I ) Potlot

bahwa usul Pendirian penyelenggaraan lembaga bese$a Lampiranya lembaga

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) Potlot oleh Penyelenggara beserla

Lampirann-va dinilai telah memenuhi syarat karena itLr perlu diberikan izin

operasional Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Potlot dan

ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

bahwa hasil Veriflkasi Kepala Bidang Pendidikan paud dan PNF serta Staf

kepada Lerr-rbaga tersebut diatas. maka dapat rnernberikan izin Operasioual

Lernbaga Pusat Kegiatan Belajar Masyspslisl ( PKBM ) Potlot

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huntf b.

huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

tentang penrberian izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM ) Potlot

lJndang -undang Nomor 60 tal"run i958 tentang penetapan L/ndang-undang

Daerah Swantara Tingkat I Propinsi Maluku ( lembaran Negara Tahun 1957

Nomor 80 ) sebagai Undang -undang (lembaran Negara Tahun I958 Nornor

I I 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945 ) :

Undang -undang Nomor l7 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (lembaran

Negara tahun 2003 Nomor 47. tarnbahan lembaran Negara Nomor 42860) ;

Undanng - undang Nomor 20 tahun 2004 tentang sistir-n Pendidikan Nasional

Negara . ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4301 );

Undang - undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (

lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Negara Nornor 4355 ) ;

Undang- undang Nomor 12 tentang Pembentu-vkan Peraturan Perundang -
undang ( Lernbarau Negara Tahun 201 I Nomor 82 , Tambahan lembaran

Negara Nomor 5243 )
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Undang- Lindang Nomor 32 Taliun 2004 tentang Pemerintahan ( Lembaran

Negara Nomor 44437 ) ; sebagaimana telah diba-si dengan PeratLrran

Pemerintah Pengganti Undarrg- undang Norlor i tahun 2005 tentang

perubalran atas atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentalrg

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahr-rn 2005 Nonror 38, ) tanrbahan

Lembaran Negara Nomor ul93 ) ; yang ditetapkan rleniadi Undang - Undang

nornor 8 tahun 2005 Nornor 108 , ( Tarnbahan Lernbaran Negara 4548.

Sebagairnana telah diubah untuk kedua Tambahan Lembaran Negara Nomor

3411 ).

Peraturan Pernerintah Nornor 15 J'ahun 1955 tentang peurbentukan Kota

Ambon sebagai Daerah yarg berhak mengatltr dan tllenqurlls Rumah

Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahr-rn 1955 Nomor 30 'farnbhan

Negara Norrror 809 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor l3 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wila,vah

Daerah T in gkat \\ Ambon \ Iamba\ian \ enrba rar r N egara \\ omor 3 \ )1 ).
l'eraturan Pernerintah Nomor 27 ta.l'rutt 11990 tentang Prasckolah ( l,embrran

Negara Tahun 1990 Nomor 35 " Tambahan l.embaran Negara Nomor 341 I ).

Peraturan Pernerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran sefia masyarakat

dalam Pendidikan Nasional ( Lenrbarar-r Negara tahun i992 Nomor 69 ,

I'ambahan Negara Tahun 2005 Nornor 69, Tambahan Lentbaran tahun 1990

Nomor 35. Tarnbahal Lembarau Ne-9ara Nomor 341 I ).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1005 tentaltttg Standar Nasional

Pendidikan 9 Tahun ( LembaranNegara tahirn 2005 Nomor 41 . ( tarnbahan

Lembaran Negara Nomor Nomor 4496 ) :

Peraturar Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2007 Nomor 54 , Tambahan l,embaran Negara 3952

Peraturan Pemerintah Notnor 11 Tahutr 2010 tentang Pengelola dar-r

Penyelenggaraan Pendidikan ( Lernbaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23.

Tambahan lernbaran Negara Nornor 5105 ) ;

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional Non Fonnal :

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 3 tahun 2008 tentang Standar

Proses Pendidikan Kesataraan Program Paket A, Program Paket B, Program

Paket C ;

Peraturan Menteri Pendidikari dan Kebudayaan RI Nomor : 8l Tahun 2013

tentang Penderian satllan Pendidikan Nasional
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Menetapkan

KTSATU

KEDUA

MEMiJTUSKAN

Ivlemberi Ij in Operasional Penyelenggaraan Lernbaga Peniiidikan Nonlormal Lembaga

Pusat Kegiatan belajar Mas.varakat ( PKBM ) POTLOT

Iiin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonforrr-ral sebagainrana Diktum kesattt

diberikan kepada

Nama l,embaga
Jenis Pendidikan
Alamat
Kecamatan
Kota
Penanggung Jawab
Pemil ik /Penyelen ggara

KETIGA

KEEMPAT

KELiMA

Asli

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up. Dirjen PAUD-NI di Jakarta

2. Gubemur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

D- -i--: l,{ol,,t^,

PKBM Potlot
Pendidikan Nonforrnal
Jt., Laksdya Lco \\atlintena
Baguala
Ambon
Musa Mahu
Nurma. L.S.Pd

Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan lrlonformal Pusat Kegiatan Belaj ar

Masyarakat (PKBM ) POTLOT
Diktum kesatu berlaku selama -5 ( lima ) Tahun 5 November' 2018 sampai

dengan 5 November 2022 .

: Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut ijin Operasional

Apabila tidak lagi memenuhi pers),aratan pendirian sesuai perundang - undangan

yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keputusan ini disampaikan kepada Penanggung Jawab Lembaga Pusat Kegiatan

Belajar Masyrakat ( PKBM ) POTLOT

Ambon
05 November 2018

Kota Ambon
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